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BUPATI SUMBA BARAT
ROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR ..... TAHUN 2023
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi
pemerintahan berbasis kinerja yang berorientasi pada
hasil guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif,
efisien dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah — Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba
Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun

2021 Nomor 0081);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUWANGI



BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1
2

Kabupaten adalah Kabupaten Sumba Barat.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumba
Barat.

Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata
oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,
terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari
APBN dan atau APBD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian

sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.

10 Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program
mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah

ditetapkan.



11. Indikator Kinerja Utama (Key Perfomance Indicator) yang
selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan/sasaran strategis organisasi (Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi dan SKPD).

BAB 1II
RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2
IKU merupakan acuan ukuran  kinerja yang digunakan
oleh Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah untuk
menyusun:
a. rencana kerja tahunan;
b. rencana kerja dan anggaran;
c. dokumen perjanjian kinerja;
d. pengukuran kinerja;
e. laporan akuntabilitas kinerja;
f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan

g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan.
Pasal 3
IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

peraturan ini.

Pasal 4

Penyusunan laporan akintabilitas kinerja dan evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap kepala PD dan disampaikan

kepada Bupati.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan peraturan ini :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dan
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten melakukan
review dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan
Pemerintah Kabupaten;

b. Inspektorat Kabupaten melakukan evaluasi atas capaian kinerja
IKU setiap PD dalam rangka memberikan keyakinan terhadap
keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP).



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Sumba Barat.

e

Diundangkan di Waikabubak
Pada tanggal, g Pebruart 2023
-9 EWS DAERAH JPATEN SUMBA BARAT.9
N

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR....



LAMPIRAN I

NOMOR
TANGGAL :

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SUMBA BARAT

KETERANGAN
INDIKATOR PENJELASAN / FORMULASI
NO MISI TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA PERHITUNGAN SUMBER DATA (Penanggung
Jawab)
Meningkatkan . .
Pertumbuhan Meningkatnya Pendapatan Asli BPS dan SKPD
. Daerah dan pendapatan PAD .
Ekonomi } Terkait
_ perkapita masyarakat;
Daerah; dan Data Jumlah PAD perTahun
Meningkatnya Produksi dan
Produktivitas Komoditi . . BPS dan SKPD
Laju Inflasi .
MENGEMBANGKAN Unggulan Daerah yang Terkait
berorientasi pasar; leaci
USAHA EKONOMI P Data Publikasi BPS
PRODUKTIF YANG Meningkatnya kunjungan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto BPS dan SKPD
BERBASIS PERTANIAN _ wisatawan baik lokal maupun Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Terkait
DENGAN PARIWISATA Meningkatkan mancanegara; dan (ADHK)
kualitasdan taraf
SEBAGAI PENGGERAK h:*;u' asdan tara Pengangguran Jumlah Pengangguran x 100% BPS dan SKPD
UTAMA. P Jumlah angkatan Kerja Terkait
masyarakat.

Menurunnya kemiskinan dan
pengangguran.

Penduduk Miskin

Keterangan :a =0z = garis
kemiskinan.yi = Rata-rata pengeluaran
per kapita sebulan penduduk yang
berada dibawah garis kemiskinan (i=1,
2,3,....,q),yi<zq = Banyaknya
penduduk yang berada di bawah garis
kemiskinan.n = jumlah penduduk.

BPS dan SKPD
Terkait




MENINGKATKAN
KUALITAS KESEHATAN
MASYARAKAT MELALUI

Meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat melalui

Meningkatnya usia harapan
hidup, status gizi masyarakat

Anank Umur 0-59 Bulan dengan
Kategori status Gizi berdasarkan Indeks
Panjang Badan Menurut Umur (PB/U)

BPS dan SKPD

PELAYANAN KESEHATAN upaya-upaya serta penurunan stunting; dan Stunting Memiliki Z-score kurang dari -2 SD Terkait
YANG PROFESIONAL, promotif, preventif, Meningkatnya kualitas Rumus= Jumlah Balita Pendek/Jumlah
MUDAH DAN kuratif dan . . . balita diukur panjang/tinggi badan X
e kesehatan ibu, bayi baru lahir
TERJANGKAU. rehabilitatif. . 100%
dan balita.
Meningkatnya mutu dan
MENINGKATKAN .-
KUALITAS SUMBER DAYA pelayanan pendidikan
prasekolah ( PAUD dan taman
MANUSIA SEBAGAI Meningkatkan kanak-kanak);
PRIBADI YANG CERDAS, kua"tai o :
UNGGUL DAN BERDAYA | | . Meningkatnya angka partisipasi BPS dan SKPD
SAING MELALUI ay; manu5|a|y§ng pendidikan dasar Sembilan IPM Terkait
PENYELENGGARAAN ;‘; dzsy'a”:agiiz an | tahun; dan
PENDIDIKAN YANG Meningkatnya Partisipasi
MEMADAI, BERKUALITAS masyarakat dalam pendidikan
DAN TERJANGKAU. kesetaraan dan IPM = 3\/‘{ " S—
. . —  ‘kesehatan 4 ‘pendidikan * ‘pengeluaran
informal/nonformal;
Meningkatnya ketersediaan
MENINGKATKAN dan fungsi infrastruktur
PEMBANGUNAN Meningkatkan daerah;
INFRASTRUKTUR DAN ketersediaan dan 2. Meningkatnya perumahan Produk Domestik Regional Bruto
PENATAAN RUANG . . . Pertumbuhan BPS dan SKPD
kualitas dan permukiman layak huni, . (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan .
KAWASAN UNTUK . et ot ‘ep s Ekonomi Terkait
infrastruktur bersanitasi baik serta memiliki (ADHK)
MENJAMIN AKSESIBILITAS daerah. akses air bersih dan listrik
PEMERATAAN yang memadai bagi
PEMBANGUNAN.

masyarakat berpenghasilan
rendah;




Meningkatnya perencanaan,
pengendalian dan pemanfaatan
ruang serta pembangunan
yang berwawasan lingkungan.

MENINGKATKAN
KETENTERAMAN DAN

Meningkatkan
ketenteraman dan
ketertiban serta

Menurunnya kriminalitas

Meningkatnya perlindungan
perempuan, anak dan

Pengangguran

BPS dan SKPD

KETERTIBAN UMUM. perlindungan disabilitas Terkait
masyarakat. Meningkatnya ketahanan Jumlah Pengangguran x 100%
bencana. Jumlah angkatan Kerja
Penanggungjaw
ab : Asisten
Administrasi
Umum,
Koordinator :
MENINGKATKAN Menyelenggarakan o . Bappedé, SKPD
KAPASITAS APARATUR emerintahan van Nilai SAKIP Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh BPS dan ?KPD Penyedia Data
DAN TATA KELOLA P . yang Meningkatnya transparansi dan KemenPAN-RB Terkait dan Pelaksana
PEMERINTAHAN YANG Z;iff:;z:SZrZirs'h akuntablitas kinerja Program/Kegiat
TRANSPARAN, certa berorientasi penyelenggaraan pemerintahan an (FVOSS
AKUNTABEL, dan pembangunan. Cutting) :1.
PROFESIONAL DAN pada pelayanan Sekretariat
BERJIWA MELAYANI. publik. Daerah?2.
Bappeda
Nal:f;llr;%l[(;tp]) Nilai Hasil Evaluasi oleh Kemendagri BPST(li:aSiFPD
. Opini Audit Hasil Pemeriksaan BPKP BPS dan SKPD
Opini BPK Perwakilan Provinsi Terkait




2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DERAH/UNIT KERJA LINGKUP KABUPATEN SUMBA BARAT

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN

SUMBER DATA

KETERANGAN
(Penanggung Jawab)

1. DI

NAS PENDIDIKAN

Meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang cerdas, unggul dan berdaya
saing

Indeks Pembangunan Manusia

IPM = Fi/‘{keserunfanxfpemﬁdikan7":lTpengel‘urzrrm x100

BPS dan SKPD
Terkait

Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun

Rata-rata Lama Sekolah

Jumlah penduduk usia 25 tahun ketas

berdasarkan ijazah / pendidikan yang
ditamatkan x Lama pendidikan yang dijalani
Jumlah penduduk usia 25 tahun

Penjelasan :

Kombinasi antara partisipasi sekolah,jenjang
pendidikan yang dijalani, kelas yang diduduki
dan pendidikan yang ditamatkan atau jumlah
hasil perkalian jumlah penduduk dan lama
pendidikan yang ditamatkan/dijalani dibagi
jumlah penduduk

BPS dan SKPD
Terkait

Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A

Jumlah sekolah menurut Jumlah sekolah jenjang
Badan Pusat Statistik lebih tinggi yang
ditamatkan pendidikan tertentu dengan jenjang
jenjang pendidikan yaitu SD, pendidikan tertentu
per jumlahTamat SD / Sederajat pendidikan yang
lebih tinggi SMP, dan SMA, Diploma/Sarjana

BPS dan SKPD
Terkait

Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B

Jumlah sekolah menurut Jumlah sekolah jenjang
Badan Pusat Statistik lebih tinggi yang
ditamatkan pendidikan tertentu dengan jenjang
jenjang pendidikan yaitu SD, pendidikan tertentu
per jumlahTamat SD / Sederajat pendidikan yang
lebih tinggi SMP, dan SMA, Diploma/Sarjana

BPS dan SKPD
Terkait




Persentase ketuntasan kompetensi
literasi dan numerasi dasar peserta
didik jenjang sekolah dasar

ketuntasan kompetensi literasi dan numerasi dasar peserta didik X 100%
Jumlah Peserta Didik

BPS dan SKPD
Terkait

indeks kedisiplinan (well being)
peserta didik jenjang sekolah dasar

Jumlah peserta didik Disiplin
Jumlah peserta didik

BPS dan SKPD
Terkait

Persentase pendidik dan tenaga
kependidikan yang memiliki
kompetensi sebagai pendidik dan
tenaga kependidikan

Jumlah Pendidik yang bersertifikat X100%
Jumlah Pendidik

BPS dan SKPD
Terkait

Meningkatnya mutu dan pelayanan

pendidikan prasekolah ( PAUD dan taman

kanak-kanak)

Angka Partisipasi PAUD/TK

Jumlah Murid PAUD/TK X 100%
Jumlah Anak Usia Paud

RPJMD dan SKPD
Terkait

Persentase PAUD HI

Jumlah PAUD HI X 100%
Jumlah PAUD

RPJMD dan SKPD
Terkait

2.DI

NAS KESEHATAN

Meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat melalui upaya- upaya promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif

Indeks Pembangunan Manusia

IPM = Ex/‘fkesenatfmXIpendidikan“pengel‘uamn x100

BPS dan SKPD
Terkait

Meningkatnya usia harapan hidup, status
gizi masyarakat serta penurunan stunting

Usia Harapan Hidup (Tahun)

ex = eox = E(X)

Umur Harapan Hidup adalah perkiraan rata-
rata pertambahan umur seseorang yang
diharapkan terus hidup pada umur x

eo = rata-rata umur yang mungkin bagi bayi
pada suatu periode rujukan

BPS dan SKPD
Terkait

Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, bayi

baru lahir dan Balita

Angka Kematian Bayi Baru Lahir

Jumlah Kematian bayi baru lahir x 100%
Jumlah bayi baru lahir

SKPD Terkait

Meningkatnya usia harapan hidup, status
gizi masyarakat serta penurunan stunting

Angka balita gizi buruk

Jumlah balita gizi buruk x 100%
Jumlah Balita

SKPD Terkait




Stunting

Anank Umur 0-59 Bulan dengan Kategori status
Gizi berdasarkan Indeks Panjang Badan Menurut
Umur (PB/U) Memiliki Z-score kurang dari -2 SD
Rumus= Jumlah Balita Pendek/Jumlah balita
diukur panjang/tinggi badan X 100%

SKPD Terkait

3. RSUD

Rasio daya tampung RS terhadap
jumlah penduduk

Jumlah Tempat Tidur
Jumlah Penduduk

SKPD Terkait

Persentase rumah sakit rujukan
tingkat Kabupaten/kota yang
terakreditasi

Jumlah rumabh sakit yang terakreditasi X 100%
Jumlah rumah sakit_

SKPD Terkait

4. RS PRATAMA HOBAKALLA

Rasio daya tampung RS terhadap
jumlah penduduk

Jumlah Tempat Tidur
Jumlah Penduduk___

SKPD Terkait

Persentase rumah sakit rujukan
tingkat Kabupaten/kota yang
terakreditasi

Jumlah rumah sakit yang terakreditasi X 100%
Jumlah rumah sakit_

SKPD Terkait

5. PUSKESMAS

Persentase Puskesmas yang
terakreditasi

Hasil Akreditasi

SKPD Terkait

6. DI

NAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Meningkatnya ketersediaan dan fungsi
infrastruktur daerah

Presentase irigasi kabupaten dalam
kondisi baik

Jumlah irigasi kondisi baik x 100%
Jumlah irigasi

RPJMD dan SKPD
Terkait

Persentase penduduk berakses air
minum

Jumlah penduduk berakses air minum x 100%
Jumlah penduduk

RPJMD dan SKPD
Terkait

Persentase drainase dalam kondisi
baik/ pembuangan aliran air tidak
tersumbat

Jumlah drainase dalam kondisi baik x 100%
Jumlah drainase

SKPD Terkait

persentase jalan yang memiliki
trotoar dan drainase/saluran
pembuangan air (minimal 1,5 m)

Jumlah ruas jalan yang memiliki trotoar x 100%
Jumlah Ruas Jalan

SKPD Terkait




Presentase jalan kabupaten dalam
kondisi baik (>40 Km/Jam)

Jumlah jalan kabupaten dalam kondisi baik x 100%
Jumlah Jalan Kabupaten

RPJMD dan SKPD
Terkait

Presentase jalan yang memiliki
trotoar dan drainase/saluran
pembuangan air (minimal 1,5 m)

Jumlah drainase dalam kondisi baik x 100%
Jumlah drainase

SKPD Terkait

Presentasi Panjang jalan dalam
kondisi baik

Jumlah drainase dalam kondisi baik x 100%
Jumlah drainase

RPJMD dan SKPD
Terkait

Meningkatnya perumahan dan
permukiman layak huni,

bersanitasi baik serta memiliki akses air
bersih dan listrik yang

memadai bagi masyarakat berpenghasilan
rendah

Persentase rumah tinggal
bersanitasi

Jumlah rumah tinggal bersanitasi layak x 100%
Jumlah Rumah

RPJMD dan SKPD
Terkait

Meningkatnya perencanaan, pengendalian
dan pemanfaatan

ruang serta pembangunan yang
berwawasan lingkungan

presentase Jumlah
gedung/bangunan pemerintah yang
layak

Jumlah gedung/bangunan pemerintah yang layak X 100%
Jumlah gedung/bangunan pemerintah

SKPD Terkait

Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi

Data Jumlah Tenaga kerja jasa konstruksi

terampil dan terlatih terampil dan terlatih SKPD Terkait
Ketaatan terhadap RTRW Data Jumlah IMB SKPD Terkait
Luasan RTH publik sebesar 20% dari

luas wilayah kota/kawasan

perkotaan Data RTH dalam wilayah perkotaan SKPD Terkait
Tersedianya dokumen perencanaan | Data Dokumen Perencanaan Tata Ruang (Perda

tata ruang dan Perbup) SKPD Terkait

7. DI

NAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMU

KIMAN DAN PERTANAHAN

Meningkatnya perumahan dan
permukiman layak huni,

bersanitasi baik serta memiliki akses air
bersih dan listrik yang

memadai bagi masyarakat berpenghasilan

rendah

Rasio rumah layak huni bagi MBR

Jumlah rumah layak huni bagi MBR x 100%
Jumlah Rumah MBR

RPJMD dan SKPD
Terkait

Presentase Warga Negara Korban
Bencana Kabupaten yang

memperoleh rumah layak huni)

Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni X 100%
Warga Negara Korban Bencana

RPJMD dan SKPD
Terkait




Meningkatnya perumahan dan
permukiman layak huni,

Persentase permukiman yang
tertata

Jumlah permukiman yang tertata x 100%

e o ) Jumlah permukiman SKPD Terkait
bersanitasi baik serta memiliki akses air
bersih dan listrik yang
memadai bagi masyarakat berpenghasilan | Presentase perumahan yang sudah Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU  x 100%
rendah dilengkapi PSU Jumlah perumahan SKPD Terkait
Persentase luasan permukiman Jumlah luasan permukiman kumuh x 100%
kumuh di kawasan perkotaan Jumlah luasan permukiman SKPD Terkait
Jumlah luas lahan bersertifikat x 100%
Persentase luas lahan bersertifikat Jumlah luas lahan SKPD Terkait
Jumlah Kasus tanah Negara terselesaikan x 100%
Penyelesaian kasus tanah Negara Jumlah Kasus tanah Negara SKPD Terkait

Penyelesaian izin lokasi

Jumlah Penyelesaian izin lokasi x 100%
Jumlah izin lokasi

SKPD Terkait

8. DI

NAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN

Meningkatnya kunjungan wisatawan baik
domestik maupun
mancanegara

Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB (%)

Data Publikasi BPS

BPS

Lama kunjungan Wisata

Data Lama kunjungan Wisata

SKPD Terkait

PAD sektor pariwisata

Data PAD dari sektor pariwisata

SKPD Terkait

Jumlah Kunjungan Wisata domestik

Data Jumlah Jumlah Kunjungan Wisata domestik

maupun mancanegara maupun mancanegara SKPD Terkait
Penyelenggaraan festival seni dan Data Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan

budaya budaya SKPD Terkait
benda, Situs dan Kawasan Cagar Data benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya

Budaya yang dilestarikan yang dilestarikan SKPD Terkait
Jumlah karya budaya yang Data Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan

direvitalisasi dan inventarisasi inventarisasi SKPD Terkait

Jumlah cagar budaya yang dikelola
secara terpadu

Data Jumlah cagar budaya yang dikelola secara
terpadu

RPJMD dan SKPD
Terkait

9. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




Persentase Siswa yang paham
terhadap Idiologi Pancasila dan

Jumlah Siswa yang paham x 100%

Karakter Bangsa Jumlah Siswa SKPD Terkait

Persentase masyarakat yang paham Jumlah Masyarakat yang paham x 100%

terhadap politik Jumlah Siswa Masyarakat SKPD Terkait
Menurunnya kriminalitas Prosentase Ormas/ ormas asing di

daerah yang berkontribusi dalam Jumlah ormas asing di daerah yang berkontribusi x 100%

pembagunan daerah umlah ormas asing SKPD Terkait

Jumlah Konflik Yang Teratasi x 100%
Jumlah Konflik
Prosentase Potensi Gangguan /
Konflik Yang Teratasi SKPD Terkait
10. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jumlah pengunjung perpustakaan

per tahun Data Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | SKPD Terkait

Koleksi buku yang tersedia di Data Jumlah Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah perpustakaan daerah SKPD Terkait

Rasio perpustakaan persatuan Jumlah perpustakaan x 100%

penduduk Jumlah Penduduk SKPD Terkait
Meningkatnya Partisipasi masyarakat Jumlah koleksi judul buku
dalam pendidikan perpustakaan Data Jumlah koleksi judul buku perpustakaan SKPD Terkait
kesetaraan dan informal/nonformal

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, Data Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan

dan penilai yang memiliki sertifikat penilai yang memiliki sertifikat SKPD Terkait

Persentase Perangkat Daerah yang | jymiah perangkat Daerah yang mengelola arsip Baku x 100%

mengelola arsip secara baku Jumlah Perangkat Daerah SKPD Terkait

Peningkatan SDM pengelola Data Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM

kearsipan pengelola kearsipan SKPD Terkait

11. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Menurunnya kriminalitas Cakupan petugas Perlindungan . . .

Masyarakat (Linmas) Data Jumlah Linmas di desa/Kelurahan SKPD Terkait




Tingkat penyelesaian pelanggaran
K3 (ketertiban, ketentraman,

keindahan) Data Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 SKPD Terkait
Jumlah Penegakan PERDA x 100%

Persentase Penegakan PERDA Jumlah Perda SKPD Terkait
Cakupan pelayanan bencana

kebakaran kabupaten/kota Data Layanan bencana kebakaran SKPD Terkait

Meningkatnya ketahanan bencana Tingkat waktu tanggap (response
time rate) daerah layanan Wilayah Data Tingkat waktu tanggap Manajemen
Manajemen Kebakaran (WMK) Kebakaran SKPD Terkait

12.S

EKRETARIAT DPRD

Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif
DPRD yang ditetapkan

Data Jumlah PERDA Inisiatif DPRD yang
ditetapkan

RPJMD dan SKPD
Terkait

Jumlah Perda Eksekutif yang
ditetapkan

Data Jumlah PERDA Eksekutif DPRD yang
ditetapkan

RPJMD dan SKPD
Terkait

13. DPMD

Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, bayi

Persentase Posyandu aktif

Jumlah Posyandu aktif x 100%

baru lahir dan Balita Jumlah Posyandu SKPD Terkait
Jumlah sarana prasarana
perkantoran pemerintahan desa Data sarana prasarana perkantoran
yang baik pemerintahan desa yang baik SKPD Terkait
Jumlah Kerja Sama Desa Data Jumlah Kerja Sama Desa SKPD Terkait
Jumlah sistem pelayanan
Meningkatnya transparansi dan administrasi desa yang ditata sesuai | Data Jumlah sistem pelayanan administrasi desa
akuntabilitas kinerja standar yang ditata sesuai standar SKPD Terkait
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik Indeks Desa Membangun Kategori Data Indeks Desa Membangun Kategori Desa
Desa Berkembang Berkembang per Tahun SKPD Terkait
Jumlah PKK aktif x 100%
Persentase PKK aktif Jumlah PKK SKPD Terkait
Jumlah LPM Berprestasi x 100%
Persentase LPM Berprestasi Jumlah LPM SKPD Terkait




Swadaya Masyarakat terhadap

Data Jumlah Swadaya Masyarakat terhadap

Program pemberdayaan masyarakat | Program pemberdayaan masyarakat per Tahun SKPD Terkait
Jumlah Badan Usaha Milik Desa Data Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
(Bumdes) Berkembang Berkembang SKPD Terkait
14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Rasio penduduk ber-KTP per satuan | Jumlah penduduk ber-KTP x 100%
penduduk Jumlah Penduduk SKPD Terkait
Meningkatnya transparansi dan Persentase Kepala Keluarga Yang Jumlah Kepala Keluarga ber-KK x 100%
akuntabilitas kinerja memiliki Kartu Keluarga Jumlah Kepala Keluarga SKPD Terkait
penyelenggaraayn pemerintahan dan Cakupan penerbitan akta kelahiran Data Jumlah penerbitan akta kelahiran SKPD Terkait
pelayanan publik Jumlah pasangan berakte nikah x 100%
Rasio pasangan berakte nikah Jumlah pasangan SKPD Terkait
Data jumlah Penerapan KTP Nasional berbasis
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
NIK SKPD Terkait
15. DINAS SOSIAL
Persentase panti sosial yang
menerima program pemberdayaan
sosial melalui kelompok usaha
bersama (KUBE) atau kelompok panti sosial yang menerima pemberdayaan sosial x 100%
sosial ekonomi sejenis lainnya Jumlah panti sosial SKPD Terkait
Persentase wahana kesejahteraan
sosial berbasis masyarakat
o (WKBSM) yang menyediakan sarana
Menurunnya kemiskinan dan prasarana pelayanan kesejahteraan Jumlah WKBSM yang menyediakan sarana prasarana x 100%
pengangguran sosial Jumlah WKBSM SKPD Terkait
Persentase PMKS yang memperoleh | Jumlah PMKS yang memperoleh Bansos x 100%
bantuan sosial Jumlah PMKS SKPD Terkait
Jumlah PMKS vang tertangani x 100%
Persentase PMKS yang tertangani Jumlah PMKS SKPD Terkait
Persentase PMKS skala yang
memperoleh bantuan sosial untuk Jumlah PMKS yang memperoleh Bansos x 100%
pemenuhan kebutuhan dasar Jumlah PMKS SKPD Terkait




Persentase panti sosial yang
menyediakan sarana prasarana

Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana x 100%

pelayanan kesehatan sosial Jumlah_panti sosial SKPD Terkait
Persentase penyandang cacat fisik
Meningkatnya perlindungan perempuan, dan mental, serta lanjut usia tidak
anak dan disabilitas potensial yang telah menerima Jumiah penyandang cacat yang menerima jaminan sosial x 100%
jaminan sosial Jumlah penyandang cacat SKPD Terkait
Persentase korban bencana yang
menerima bantuan sosial selama Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial x100%
masa tanggap darurat Jumlah korban bencana SKPD Terkait
Meningkatnya ketahanan bencana Persentase korban bencana yang
dievakuasi dengan mengunakan
sarana prasarana tanggap darurat Jumlah korban bencana yang dievakuasi x100%
lengkap Jumlah korban bencana SKPD Terkait

Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

Jumlah Taman Makan Pahlawan
Kabupaten yang terpelihara

Data Jumlah Taman Makan Pahlawan Kabupaten
yang terpelihara

SKPD Terkait

16.

BAGIAN ORGANISASI

Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

Nilai SAKIP (skor)

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB

RPJMD dan SKPD
Terkait

17.

BAGIAN PEMERINTAHAN

Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

Nilai LPPD (Skor)

Nilai Hasil Evaluasi oleh Kemendagri

RPJMD dan SKPD
Terkait

18.

BAGIAN HUKUM




Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

Jumlah Produk Hukum Daerah Yang
difasilitasi

Data Jumlah Produk Hukum Daerah Yang
ditetapkan

RPJMD dan SKPD
Terkait

Prosentase Masyarakat yang sadar
hukum

Jumlah Masyarakat yang sadar hukum x 100%
Jumlah Masyarakat

RPJMD dan SKPD
Terkait

19.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

Persentase ASN yang mendapat
layanan Kepegawaian

ASN vang mendapat layanan Kepegawaian x100%
Jumlah ASN

SKPD Terkait

Persentase Pejabat ASN yang telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan
struktural

ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan struktural x100%
Jumlah ASN

SKPD Terkait

Persentase ASN yang mengikuti
pendidikan : a. Strata 2 b. Strata 3 c.
Pendidikan/pelatihan Formal d.
Pendidikan/pelatihan Fungsional

Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan x100%
Jumlah ASN

SKPD Terkait

20.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Menurunnya kemiskinan dan
pengangguran

Jumlah Angkatan Kerja x 100%

Prosentase Angkatan Kerja Jumlah Penduduk Usia Produktif BPS
Jumlah Pengangguran x 100%

Angka Pengangguran (%) Jumlah angkatan Kerja BPS

Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi

Data tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi

SKPD Terkait

Besaran pencari kerja yang terdaftar
yang ditempatkan

Data Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang
ditempatkan

SKPD Terkait

Besaran pekerja/buruh yang
menjadi peserta program BPJS
Tenaga Kerja

Data Jumlah pekerja/buruh yang menjadi
peserta program BPJS Tenaga Kerja

SKPD Terkait

Persentase transmigran lokal

Jumlah transmigran lokal x 100%
Jumlah transmigran

SKPD Terkait

Jumlah satuan pemukiman
transmigrasi yang difasilitasi

pemukiman transmigrasi yang difasilitasi x100%
Jumlah satuan pemukiman

SKPD Terkait

21. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK




Meningkatnya perlindungan perempuan,

anak dan disabilitas

TFR (Angka Kelahiran Total)

ol

TFR:SZASFR'L ASFRi = }1&'

=1

- |

SKPD Terkait

Index Pembagunan Gender

IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki

SKPD Terkait

Jumlah Desa/Kelurahan Ramah
Anak

Data Jumlah Desa/Kelurahan Ramah Anak

SKPD Terkait

. BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN, PENELI

TIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

Penjabaran Konsistensi Program
RPJMD kedalam RKPD

Z Dokumen Renja SKPD x 100%
Kualitas Baik £ SKPD

RPJMD dan SKPD
Terkait

Penjabaran Konsistensi Program
RKPD kedalam APBD

Z Dokumen Restra SKPD x100%
Kualitas Baik £ SKPD

RPJMD dan SKPD
Terkait

Tersedianya Dokumen Perencanaan:

RKPD yang telah ditetapkan dengan
PERKADA

Data Ketersediaan Jumlah Dokumen RKPD

RPJMD dan SKPD
Terkait

Persentase perangkat daerah yang
difasilitasi dalam penerapan inovasi
daerah.

Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi x 100%
Jumlah perangkat daerah

RPJMD dan SKPD
Terkait

Persentase kebijakan inovasi yang
diterapkan di daerah.

Z Inovasi Daerah Tahun n- n(0) x100%

Z Inovasi tahun n (0

RPJMD dan SKPD
Terkait

NSPEKTORAT

Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

Persentase tindak lanjut temuan

Jumlah tindak lanjut temuan x 100%
Jumlahtemuan

RPJMD dan SKPD
Terkait

Prosentase Perangkat Daerah yang
memiliki predikat WBK

Perangkat Daerah berpredikat WBK x 100%
Jumlah Perangkat Daerah

RPJMD dan SKPD
Terkait

. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

Persentase kegiatan protokol,
komunikasi dan pendokumentasian
pimpinan yang difasilitasi

Jumlah fasilitasi Kegiatan Prokopim x 100%
Jumlah Kegiatan Prokopim

RPJMD dan SKPD
Terkait

25. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT




Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

Persentase Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat yang difasilitasi

Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi x 100%
Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

RPJMD dan SKPD
Terkait

26.

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas
Komoditi Unggulan
Daerah yang berorientasi pasar

Kontribusi Sektor Pertanian
Terhadap PDRB (%)

Data Publikasi BPS

Cakupan Bina Kelompok Tani

Data Kelompok Tani yang di Bina

RPJMD dan SKPD
Terkait

Penguatan Cadangan Pangan

Data Jumlah Cadangan Pangan

RPJMD dan SKPD
Terkait

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Data Jumlah Daerah Rawan Pangan yang
tertangani.

RPJMD dan SKPD
Terkait

Pencapaian Skor Pola Pangan
Harapan (PPH)

Penilaian Kementerian Pertanian

27.

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Persentase Peningkatan
Pencegahan Penyakit
Hewan/Ternak

Jumlah Pencegahan Penyakit Hewan sebelumnya X 100%
Jumlah Pencegahan Penyakit Hewan

RPJMD dan SKPD
Terkait

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas
Komoditi Unggulan
Daerah yang berorientasi pasar

Kontribusi Sektor Pertanian
Terhadap PDRB (%)

Data Publikasi BPS

Cakupan Bina Kelompok Tani

Data Jumlah Bina Kelompok Tani

RPJMD dan SKPD
Terkait

28.

DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Persentase koperasi aktif

Jumlah koperasi aktif x 100%
Jumlah koperasi

SKPD Terkait

Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil X 100%
Jumlah Unit Usaha

SKPD Terkait

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas
Komoditi Unggulan
Daerah yang berorientasi pasar

Kontribusi Sektor Industri terhadap
PDRB 2

Data Publikasi BPS

BPS




Kontribusi Sektor Perdagangan
terhadap PDRB

Data Publikasi BPS

BPS

29.

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan

Opini Hasil Audit Atas Laporan keuangan oleh
BPK

RPJMD dan SKPD
Terkait

30.

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan

pendapatan
perkapita masyarakat

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
pertahun

Data Jumlah PAD

RPJMD dan SKPD
Terkait

31.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas

Komoditi Unggulan
Daerah yang berorientasi pasar

Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA)

Data Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA)

SKPD Terkait

Jumlah nilai investasi berskala
nasional (PMDN/PMA)

Data Jumlah nilai investasi berskala nasional
(PMDN/PMA)

SKPD Terkait

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi
PMDN (milyar rupiah)

Data Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN
(milyar rupiah)

SKPD Terkait

Menurunnya kemiskinan dan
pengangguran

Rasio daya serap tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja terserap x100%
Jumlah Tenaga Kerja

SKPD Terkait

32.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Meningkatnya perencanaan, pengendalian

dan pemanfaatan
ruang serta pembangunan yang
berwawasan lingkungan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH)

IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x
IKL)

Ket :

IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKU = indeks Kualitas Udara

IKA = indeks Kualitas Air

IKL = indeks Kualitas Lahan

RPJMD dan SKPD
Terkait

Ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan

Data Jumlah ijin Lingkungan Hidup yang di
terbitkan.

RPJMD dan SKPD
Terkait

Persentase jumlah sampah yang
tertangani

jumlah sampah yang tertangani X 100%
jumlah sampah

SKPD Terkait




Jumlah Penerima penghargaan
lingkungan hidup

Data Jumlah Penerima penghargaan lingkungan
hidup

SKPD Terkait

33.

DINAS PERIKANAN

Produksi perikanan Budidaya (ton)

Data Jumlah Produksi perikanan Budidaya (ton)

RPJMD dan SKPD
Terkait

Produksi perikanan Tangkap (ton)

Data Jumlah Produksi perikanan Tangkap (ton)

RPJMD dan SKPD
Terkait

Nilai tukar nelayan

INTN = (IYVIEt) x 100 %

Dimana :

INTN = indeks nilai tukar nelayan periode t
I'Yt = indeks total pendapatan keluarga
nelayan periode t

Yt = total pendapatan keluarga nelayan
periode t (harga bulan berlaku)

SKPD Terkait

Konsumsi ikan

Data Jumlah Konsumsi Ikan

SKPD Terkait

34.

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

persentase Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan
PEREKONOMIAN DAN SUMBER
DAYA ALAM

Jumlah Kebijakan yang Fasilitasi X 100%
Jumlah Kebijakan

RPJMD dan SKPD
Terkait

35.

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

Persentase Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
lingkup sekretariat daerah

Jumlah Kebijakan yang Fasilitasi X 100%
Jumlah Kebijakan

SKPD Terkait




36. DINAS PERHUBUNGAN

Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

Jumlah arus penumpang angkutan
umum

Data Jumlah arus penumpang angkutan umum

SKPD Terkait

Persentase kepemilikan KIR
angkutan umum

Jumlah angkutan umum yang di KIR X 100%
Jumlah angkutan umum

SKPD Terkait

Meningkatnya ketersediaan dan fungsi
infrastruktur daerah

Persentase layanan angkutan darat

Jumlah layanan angkutan darat X 100%
Jumlah angkutan darat

SKPD Terkait

Pemasangan Ramburambu

Data Pemasangan Ramburambu

SKPD Terkait

Rasio ijin trayek

Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan
Jumlah Penduduk

SKPD Terkait

37.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

Meningkatnya ketahanan bencana

tersedianyan data dan informasi
daerah rawan bencana

data dan informasi daerah rawan bencana

RPJMD dan SKPD
Terkait

presentase warga negara yang
memperoleh layanan penyelamatan
dan evakuasi korban bencana

Warga korban bencana yang tertangani X100%
Jumlah Warga Koban Bencana

RPJMD dan SKPD
Terkait

38.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDAIAN DAN STATISTIK

Menyelenggarakan pemerintahan yang
profesional, bersih dan

transparan serta berorientasi pada
pelayanan publik

Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Data jumlah pengembangan dan pemberdayaan
Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat
Kecamatan

SKPD Terkait

Tersedianya sistem data dan
statistik yang terintegrasi

Data Jumlah sistem data dan statistik yang
terintegrasi

SKPD Terkait

Presentase OPD Yang memiliki akses
internet dan terhubunga dengan
intra pemerintah

OPD Yang memiliki akses internet X100%
Jumlah OPD

SKPD Terkait

Buku Kabupaten dalam angka

Data Publikasi dari BPS

BPS

Buku PDRB

Data Jumlah Buku PDRB

BPS




Presentase OPD yang menggunakan
data statistik dalam menyusun
Perencanaan Pemabangunan
Daerah

OPD vyang menggunakan data statistik X 100%
Jumlah OPD

SKPD Terkait

Presentase OPD Yang menggunakan
data statistik dalam melakukan
evaluasi pembangunan daerah

OPD yang menggunakan data statistik X 100%
Jumlah OPD

SKPD Terkait

Persentase OPD yang telah
menggunakan sandi dalam
komunkasi Perangkat Daerah

OPD vang telah menggunakan sandi X 100%
Jumlah OPD

SKPD Terkait

Jumlah Lulusan sertifikasi yang
mengikuti peningaktan kompetensi
SDM Pengelola Keamanan SPBE

Data Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti
peningaktan kompetensi SDM Pengelola
Keamanan SPBE

SKPD Terkait

39. BAGIAN PEMBANGUNAN

Menyelenggarakan pemerintahan yang
profesional, bersih dan

transparan serta berorientasi pada
pelayanan publik

Prosentase terkoordinasinya
Kebijakan Program Pembangunan

Jumlah Kebijakan yang diFasilitasi X 100%
Jumlah Kebijakan

RPJMD dan SKPD
Terkait

Prosentase Terkendalinya kebijakan
Program Pembangunan

Jumlah Kebijakan yang dikendalikan X 100%
Jumlah Kebijakan

RPJMD dan SKPD
Terkait

40. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Menyelenggarakan pemerintahan yang
profesional, bersih dan transparan serta
berorientasi pada pelayanan publik

Prosentase terlaksannya
pengelolaan, pembinaan, advokasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah daerah

Jumlah Kebijakan yang diFasilitasi X 100%
Jumlah Kebijakan

RPJMD dan SKPD
Terkait

41. BAGIAN UMUM




Menyelenggarakan pemerintahan yang
profesional, bersih dan transparan serta
berorientasi pada pelayanan publik

Prosentase terfasilitasinya
Kerumahtanggaan Sekretariat
Daerah dan Komunikasi Pimpinan
daerah

Jumlah Kebijakan yang diFasilitasi X 100%
Jumlah Kebijakan

RPJMD dan SKPD
Terkait

42.

6 KECAMATAN

Menyelenggarakan pemerintahan yang
profesional, bersih dan transparan serta
berorientasi pada pelayanan publik

Prosentase Terkoordinasinya
Kebijakan KDH ditingkat Wilayah
Kecamatan

Jumlah Kebijakan yang diFasilitasi X 100%
Jumlah Kebijakan

SKPD Terkait

Prosentase Terkendalinya kebijakan
KDH di Wilayah Kecamatan

Jumlah Kebijakan yang dikendalikan X 100%
Jumlah Kebijakan

SKPD Terkait

Prosentase Terlaksanaya pembinaan
dan Pengawasan kebijakan KDH di
tingkat Wilayah Kecamatan

Jumlah Kebijakan yang diFasilitasi X 100%
Jumlah Kebijakan

SKPD Terkait







